SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN KENAIKAN GAJI
BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji
Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja, disebutkan Kenaikan gaji berkala diberikan kepada
PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2
(dua) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan PyB atau
pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PyB;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta penyederhanaan
dalam penetapan dan penandatanganan Kenaikan Gaji
Berkala bagi PPPK maka perlu diatur pendelegasian
wewenang penandatangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara R’epublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

S. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGAN KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

4. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunyai  kewenangan = melaksanakan  proses  pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan
pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku PyB.

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Rokan Hilir.

7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintah atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam Penyelenggara Pemerintahan.



8.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Kenaikan gaji berkala bagi PPPK ditetapkan dengan Keputusan PyB.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

Pasal 3

Penandatanganan Keputusan kenaikan gaji berkala bagi PPPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dan atas nama Bupati.

Kenaikan Gaji Berkala PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. nama;

b. nomor induk pegawai;

c. golongan/jabatan;

d. masa perjanjian kerja;

e. kedudukan unit kerja;

f. besaran gaji lama;

g. besaran gaji baru;

h. masa kerja yang telah dijalani; dan
i. tanggal berlakunya gaji baru.

Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih
lanjut kepada pejabat lain.

Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhalangan, maka penandatanganan
Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK ditandatangani oleh PyB.

Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat yang menerima
pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib
melaporkan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 16
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGAN KENAIKAN GAJI
BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

e

KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR

TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Menimbang

Mengingat

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor xx Tahun 2024
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja, perlu menetapakan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir tentang
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten  Pelalawan,
Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten
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Menetapkan

KESATU

Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang

Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 218);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji Istimewa
Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
549);

. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor
39);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
ROKAN HILIR TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Memberi Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:

NoOUh,wN-

Nama

NIP

Golongan/Jabatan

Masa Perjanjian Kerja
Perpanjangan Perjanjian Kerja
Kantor/Unit Kerja

Gaji Lama :
atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang
pangkat/gaji yang ditetapkan:
Oleh Pejabat

Tanggal

Nomor

Tanggal Berlaku Gaji tsb

ao o



KEDUA

KETIGA

e. Masa Kerja Golongan :... tahun ...
pada tanggal tersebut
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:
8. Gaji Baru :
9. Berdasarkan Masa Kerja : ... tahun ... bulan
10.Mulai Tanggal :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Keputusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan
Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal ...

a.n. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ROKAN HILIR,

NAMA (tanpa gelar)

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG
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